KABUPATEN BOJONEGORO
KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAYUNGAN
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA PEMERINTAH DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BOJONEGORO

KEPALA DESA PRAYUNGAN

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 undang undang
nomor 14 tahun 2008 tentang, perlu adanya klasifikasi informasi publik
yang dikecualikan , pada penyelenggaraan pemerintahan desa
Prayungan.

b. Informasi public yang dikecualikan pada lingkungan pemerintah Desa
Prayungan telah di terbitkan penerapanya.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana huruf a dan huruf b
maka perlu di tetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan oleh
Pemerintah Desa Prayungan.

Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Indonesia

Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6



10.

11.

12.

13.

13.

14.

15.

16.

17.

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 704);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar
Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1899);

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 Tentang
tata kelola informasi desa kabupaten bojonegoro (berita Daerah
Kabupaten tahun 2017 nomor 44);

Peraturan Desa Prayungan nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Desa dilingkungan Pemerintah

Desa Prayungan



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Mengesahkan Penetapan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan pada
lingkungan pemerintah desa Prayungan kecamatan sumberrejo

KEDUA . Penetapan Klasifikasi informasi publik yang dikecualikan pada lingkungan
pemerintah Desa Prayungan sebagaimana terlampir,

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prayungan
Pada tanggalﬁ(_)S Desember 2018

KEPALA'DESA PRAYUNGAN

7-Drs. H. IMAM ROFY'



Halaman : 1 (satu)

Lampiran Keputusan Kepala Desa Prayungan

Nomor

: 39 Tahun 2018

Tanggal : 03 Desember 2018

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA PEMERINTAH DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

No Konten Informasi

Dasar Hukum

Batas Waktu/ Pengecualian

Konsekwensi bila dibuka

Manfaat ditutup

I. Administrasi dan Kearsipan

1 |G 30 S PKI dan organisasi
terlarang lainya

Arsip daftar orang yang masuk

UU No. 14 tahun 2018 pasal 17 huruf h
dan huruf j, UU no 43 tahun 2009 ttg
kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf h

Sampai ada persetujuan dari orang
yang bersangukutan/pihak
berwenang

Mengungkap rahasia Pribadi

Melindungi data Pribadi

Arsip buku C Desa (buku

UU No. 14 tahun 2018 pasal 17 huruf h

sampai batas waktu yang tak

Rawan Menimbulkan gugutan

terciptanya suasana kondusif

2 Tanah Desa) dan huruf j, UU Pertanahan ::nrb:;]tas, untuk pengajuan sertifikat tanah tingkat Desa penduduk desa
UU No. 14 tahun 2018 pasal 17 huruf h : Mengantisipasi

3 |Arsip Peta Foto dari Udara  |dan huruf j, UU no 43 tahun 2009 ttg f:"gm:ag';g'rf‘m acia kandungan Z":n"?::ag:;z :‘:kaayr‘:a" alam | onyalahgunaan oleh pihak
kearsipan pasal 66 ayal 3 huruf h Y 9 yang tidak berkepentingan

4 |Naskah ujian bakal calon

UU No. 14 tahun 2018 pasal 17 hurufi,
UU Pertanahan

Selama diperlukan pengecualianya

dapat membahayakan proses
kebijakan

membantu proses kebijakan

kwitansi dan Nota SPJ

5 Arsip dan Dokumen keuangan

UU No. 14 tahun 2018 pasal 17 huruf h
dan huruf j, UU no 43 tahun 2009 ttg
kearsipan pasal 44 1 ayat 2

Selama masih berlaku paling sedikit
25 tahun

Menghambat proses
penegakan hukum/ bisa dilihat
tidak boleh didokumentasikan
Fotokopi

Membantu Proses Badan
Pemeriksa




Halaman : 2 (dua)

No Konten Informasi

Dasar Hukum

Batas Waktu/ Pengecualian

Konsekwensi bila dibuka

Manfaat ditutup

Il. Kependudukan

Arsip daftar No KK dan NIK
Penduduk

UU No. 14 tahun 2018 pasal 17 huruf h
dan huruf j, UU no 43 tahun 2009 ttg

kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf h

Sampai ada persetujuan dari orang
yang bersangukutan/pihak
berwenang

Mengungkap rahasia pribadi

Melindungi data Pribadi

Terungkap rahasia pribadi yang

Sampai ada persetujuan dari orang " .
2 |ldentitas Penderita HIV/AID ~ |UUNo. 14 tahun 2018 pasal 17 hurufh  |yang bersangukutan/pihak membuat penderita T:;Z'S g:;y: ;uaasana Koo
berwenang termarginalkan P
UUNo. 14 tahun 2018 pasal 17 huruf h ; , Mengantisipasi
3 [Daftar Tafsiran Lelang dan huruf j, UU no 43 tahun 2009 ttg 2?5? 3l beaz: penehian liarga zl:ranf::;?:l?s]:: izgaglelan penyalahgunaan oleh pihak
kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf h g g g yang tidak berkepentingan

KEPALA'DESA PRAYUNGAN

-Drs. H. IMAM ROFP




